


ABSTRAK

Pornograli temyata menimbulkan perdebatan dalam seputar kehidupan,
ada vang mengangpap bahwa pornografi itu wajar karena Manusia Mamang punyi
kebebasan dalam memperpunakan lubuhnya dan savanpnya korban akibat
pornoprafl vang terus berlanjul kurang diperhatikan,  Ditambah lagi dengan
pengaturan pornograli vang ada dalam KUHP tidak begitu jelas yang
memunekinkan arus pomoegrafi tidak terkoentrol, Dengan begitu, maka tidak ada
salahnya kit tinjau kembali bapaimana penpaturannya dalam hukum pedana
islam. karens hukum islam juga menjadi salah saty sumber pembentukan hukum
nasional. Dalam penelitian ini, permasalahan yang penulis kemukakan adalab
Pengaturan pornografl yang terdapat dalam hukum pidana Tslam,  Pengaturan
pornografi dalam hukum pidana Indonesia vang terdapat dalam KU dan
Rancangan KUHP serta RUU Anu Pornografi dan Pomeaksi, Perbedaan
pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana terhadap persoalan
pornografi dan Bentuk-bentuk perbuatan vang tergolong ke dalam pormograli dan
berbagai pendapat para sarjana. Penulisan skripsi (i bersifut  desknpnl’
komparatif. vane memperhandingkan ketentoan vang ada dolam bubuem prdani
Islam dengan ketentuan vang ada dalam hukum pidana nasional. Penulisan im
menggunakan pendekatan yuridis normatil, Daci penulisan ini, dupal desimpulban
hahwa pornografi dalam hukoem pidana Islam termasuk datam bentuk kejahatan
ta'zir karena pornografi dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan wina,
pornografi  yang dimtur dalam KUNHP hanya menyuelut sl melanpear
kesusilaan, sehingga  tdak  jelas batasan  pomegrall  fesehol Pengatoin
pornoprali yvang saat ini secara khuses dibabas dalam RULD Ande Pornogali dan
Parnoaksi memberikan harapan perbaikan pada bangsa e BT e seciara tegas
melarang perbustan-perbuatan yang  dianggap melanggar mila religus vang ada
dalam masyarakat. Mamun, RUL s masth memberikan ruang kebebisan
terhadap perbuatan-perbiatan vang terkategori pormo dengan alasan tertentu. Jadi.
pada dasarmnya pengaturan pornografl yang sudah diatur secara khosus dalam
rancangan terscbut masih belurn sesuat dengan aturan islam.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan pornografl scakan-akan tidak akan pernah berhentt dibicarakan
dalam masvarakat. Dar wakiu ke wakitu pomografi dengan berbapai bentuknya
memunculkan perlentangan pendapat dan berbagar kalanpan. Pormogral sanest
erat kattannya dengan pcrad..a:t:an manusia, 1z bisa diangeap elab menghancurkan
nilzi-nilal yang ada dalam masyarakal karena telah menjadikan manusia schagan
objek bam pemuasan nalSu seksual vanp tdak wagar, Tetap termvata i sebapan
vang berpendapat bahwa pornografi adalah gambaran atau cerminan dan
peradaban modemn.

Kiedun pendapat yong saling berlentanian oot momgunyal sudul pandang
vang berbeda. Masalahnya adalah sampam kapan kia teres memperdebatkon
kriteria ape vang bisa dipakar untuk meneniukan apakab suatu masalab alou
perbuatan bisa dikatakan sebapa bal-hal yaog bersilal pornograh atua bdak.
Sementars korban sebagm akibat  dare marakova pornograll semskin
memprihatinkan.

Walaupun untuk menentukan kndena o sulil, seharusnya vang dipekirkan
adalah kerugian apa saja vang ditimbulkan oleh persoalan pormograll. Apakah
benar pornografi bisa dyadikan sebags media untuk menghibor stau bisa juga
menghilangkan rasa stress atau bahkan sebalikoya pornoprali wrmvata hanyva akan

mentmbulkan beban pstkaloms.



Seperti yang kita ketahui, saat ini pandangan masyarakat terhadap hal-hal
vany berbau pornegrafi semakin longgar, Seakan-akan pormoprafi bisa dibalalkan
jika dipunakan scbapas media penghibur. Apakah masyvarakat  benar-benar
terpengarub dengan nilai-nilai vang datang dan luar sebingga menganggap bahwa
hal-hal yang berbau pornoprafis adalah suatu hal vang wajar Apakah
penvebabnva karena masyarakat tidak mau dianppap bahwa mereka tidak isa
menerima perithahan dae luar,

Menpenai  batasan  penpertian pornografl,  Wigeno  Prodjodikoro
mengemukakan pendapatinya hahwa pornograli merupakan soalu lolsan aliao
cambar yang isinva menppambarkan sesustu vang menvingeung rasa susifa dan
orang yang membacanya atau melihatnya

Dadam hukum pidana, pornograli distor secara Khusus dalam hal mengena
wejahatan terhadap keswsilann, letapn sayangnva konsep melangear kesusilaan
seakan-skan mengikut arus perkembanpan peradaban manusia. Akibatoya jika
suaty tontonan vang paling porno sckalipun bisa danggap wopar Kaena masih
dalam batas-batas yang ditolenr.

Hukum pidana vang berlaku o) Indonesia hingea saat ine masih merupakan
peningpatan penjagah Belanda yang dilandasi oleh falsafah vang berbeda dengan
ralsafah vang dianut bangsa Indonesia, sepertt mengutamakan  kebebasan,
menomalkan hak-hak individu dan kurang berhubungan denpan moralitas, Dalam
soal kejahatan terbadap kesustlaan misalnya, KUHEP tdak melarang hubungan

seksuzal vang dilakukan suka sama suka vang keduanya belum memikah, dilakukan

U andi Fhaneeals, Pornogeal® Dalmr Hvknnr Pldkrsr (osete st el Takana
S Muobia, 2000, el %



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Herdasarkan pada perumusan masalah dan pembubasan vang telab

divraikan dh atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan

[

Pengaturan pormoprali vang terdapat dalam hukum pidana Islam bisa
ditemukan  dalam  bentuk  kejahatan ta'zir, pornograll tdak  didemukan
penpaturammya dalam kejahatan hudud dan gishash. Berpedoman pada surad
al-sra’ ayat 32, maka pornograh tidak diperbolehkan Sepaly sesuatu yang
dapal membawa scseorang ke jalan permnaan adalah dilaang Apapun
beptuknva, batk  berupa twlisan, pambar ataw benda, Sebenarnya arus
perkembangan pormopratt vang bepie pesatnvae sepertt saal e o tdak
terlepas dani pengarub difegalkannya seks bebas, yang berart sescorang boleh
menpekspresikan hasrat seksualnya dengan bebas tanpa batasan selama vdak
ada paksim, Sementasa slalon sl v ddiebikan sebapan kegahatan bern
dan i sangat besar pengarohnva, karena secars Odak  langsuni dapal
membatas perilako seseorang dalam menyalurkan hosral seksuabva, Denpan
difarangnya perzinaan 1 isa dijadikan sebaga salab satu solusi uniuek
menekan arus pornogral,

Pengaturan pornografl dalam KUHP terdapat dalam buku 11 (pasal 281, 282
dan 283) dan buku [ {pasal 532, 533, 534 dan 335}, Perumusan pommagrali

dalam KUTHP il banya menyebut istilab “melanggar kesusilaan™, akibainya
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